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Kecuali tugas-tugas jabatan struktural yang sudah 
dituangkan di Perbup, pegawai atau aparat di level 
staf masih belum memiliki uraian tugas yang jelas. 
Adapun berkaitan dengan kapasitas SDM, dari 
hasil kajian tergambarkan bahwa Kondisi aparat 
pemerintah di desa-desa lokus kajian masih ban-
yak yang memiliki kualifikasi berpendidikan di 
bawah SLTA, walaupun ada juga yang telah mem-
iliki kualifikasi pendidikan Sarjana, Master bahkan 
Doktor.  

Hal ini mencerminkan sangat variatifnya kualifikasi 
pendidikan aparat desa di Kabupaten Kutai Kar-
tanegara, terutama di desa lokus kajian ini. Deviasi 
pendidikan aparatur memang sesuatu yang ber-
pengaruh terhadap kualitas dan proses akselerasi 
kemajuan sebuah desa, karena pendidikan yang 
maju identik dengan keterbukaan informasi dan 
pengetahuan.  

Desa-desa di Kabupaten Kutai Kar-

tanegara yang tersebar dari kawasan hulu 

hingga hilir memiliki karakteristik yang ber-

beda serta kemudahan akses yang juga ber-

beda. Kondisi tersebut berpengaruh ter-

hadap kemampuan aparat desa dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas-

tugas teknis maupun administratif. Bahkan 

untuk membuat laporan pertanggungjawa-

ban pelaksanaan kegiatan atau tugas pun 

belum semua aparat desa mampu 

melakukannya, apalagi melaksanakan tugas-

tugas yang lebih rumit dengan regulasi yang 

juga lebih rumit dan harus diikuti. 

 

 

 

 

Ringkasan Eksekutif 

Berbagai undang-undang dan peraturan 

pemerintah  menemani perjalanan panjang desa 

dalam upaya menemukenali diri dan potensinya. 

Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa 

kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, 

melainkan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Ko-

ta. Desa tidak lagi berada di bawah struktur admin-

istratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari 

pemerintah daerah. Kehadiran desa akan dilandasi 

dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Tiga aktor 

utama yang memiliki peran penting dalam pelaksa-

naan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa 

(Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Per-

musyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. 

Dari lokus kajian Peningkatan Kapasitas Desa se-

bagai dasar penyusunan policy brief, didapatkan 

data hasil penelitian bahwa desa-desa pada 

umumnya masih belum dilengkapi dengan berbagai 

perangkat seperti uraian tugas (job description) peg-

awai, prosedur kerja (SOP), analisis jabatan, dan se-

bagainya.  
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Disamping regulasi, hal terpenting 

lainnya yang perlu mendapatkan perhatian 

dalam pemerintahan desa adalah kader desa 

dan pendampingan desa. Para kader desa 

hadir di dalam pengelolaan urusan desa me-

lalui perannya sebagai kepala desa, anggota 

BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh 

masyarakat, tokoh pendidikan, pengurus/

anggota kelompok tani, pengurus/anggota 

kelompok nelayan, pengurus/anggota ke-

lompok perajin, pengurus/anggota kelompok 

perempuan. Sementara itu, berlandaskan 

asas rekognisi dan subsidiaritas, pendamp-

ingan desa mengutamakan kesadaran politik 

warga desa untuk terlibat aktif dalam urusan 

di desanya secara sukarela sehingga arah 

gerak kehidupan di desa merupakan akualitas 

kepentingan bersama yang dirumuskan 

secara musyawarah mufakat dalam seman-

gat gotong royong (Ghozali, 2015).  

 

 

 

Pendahuluan 

Desa merupakan salah satu entitas penting 

dalam bingkai  negara kesatuan republik Indonesia, 

membangun negara berarti juga harus memper-

hatikan pembangunan desa, begitu pentingnya po-

sisi desa, di dalam sembilan agenda prioritas pem-

bangunan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla 

(2014-2019) yang dikenal dengan Nawa Cita, pada 

poin ketiga tersebut bahwa membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Berbagai undang-undang dan peraturan 

pemerintah  menemani perjalanan panjang desa 

dalam upaya menemukenali diri dan potensinya, 

mulai dari UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 72 Tahun 

2005 tentang Desa, terakhir di tahun 2014 

pemerintah mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2014. 

Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa 

kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, 

melainkan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Ko-

ta. Desa tidak lagi berada di bawah struktur admin-

istratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari 

pemerintah daerah. Kehadiran desa akan dilandasi 

dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Rekognisi 

merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap 

desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B 

ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghor-

matan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat 

beserta hak-hak tradisionalnya.  
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Persolan kemiskinan yang masih 

muncul di desa tidak terlepas dari  beberapa 

persolan yang masih membelit sebagian be-

sar desa di Indonesia. Menurut Suwardjo 

(2009), berbagai persoalan yang dihadapi 

pemerintahan desa antara lain: Keterbatasan 

staf atau pegawai baik secara kualitas mau-

pun kuantitas, Kualitas dan kuantitas pen-

dampingan, pelatihan dan monitoring 

perkembangan desa rendah, Keterisolasian 

desa yang berakibat minimnya aksesibilitas 

masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan 

public, Rendahnya kesejahteraan desa yang 

berkaitan dengan penyediaan layanan dasar 

dan pengembangan ekonomi desa, Kualitas 

dan kompetensi SDM desa yang masih ren-

dah dan terbatas, dan Posisi ketokohan lokal 

yang dominan (Suwardjo, 2009 : 62-63).  

Namun demikian, perlu menjadi 

catatan bahwa dari enam persoalan yang 

disampaikan oleh Suwardjo di tahun 2009, 

dapat berbeda kondisinya untuk saat ini,  

terutama tahun-tahun  dimana pasca pem-

berlakuan UU No. 6 tahun 2014. Ditunjang 

arus transparansi, masyarakat yang semakin 

kritis serta berkembangnya arus informasi 

yang masif dan relatif menjangkau hingga 

pelosok, keenam persoalan tersebut dapat 

dikerucutkan ke tiga persoalan besar, yakni 

kualitas pendampingan, penyediaan layanan 

dasar, dan posisi ketokohan.  

 

 

Leba (2015) menjelaskan tentang kapasitas 

desa, bukan sekadar kesanggupan dan kelancaran 

pemerintah desa menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya atau mengikuti prosedur administrasi 

yang sudah baku. Kapasitas dalam konteks ini adalah 

penguasaan pengetahuan dan informasi maupun 

keterampilan menerapkan instrumen kebijakan dan 

program untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara 

efektif dan efisien. Yang lebih penting lagi, kapasitas 

merupakan prakarsa untuk melakukan inovasi atau 

pembaharuan terhadap pengelolaan pembangunan, 

pemerintahan dan kemasyarakatan agar desa 

berkembang lebih dinamis dan maju mencapai visi-

misi yang digariskan. 

Dalam perjalanannya, di tengah berbagai 

upaya penguatan kapasitas desa,  Pemerintahan 

desa yang menjadi ujung tombak bagi pemerintah 

daerah maupun pusat untuk melaksanakan berbagai 

program dan kebijakan, tidak jarang masih menyim-

pan  potensi permasalahan klasik, seperti masalah 

kemiskinan. Berdasarkan data BPS, jumlah 

penduduk miskin di Indonesia pada semester 2 

(September) 2015 mencapai 28.513.570 jiwa. Dari 

jumlah tersebut, 17.893.710 jiwa atau 62,76% 

penduduk miskin berada di kawasan perdesaan 

(Sumber: BPS <http://www.bps.go.id/

linkTableDinamis/view/id/1119> diunduh 3 Februari 

2016).  Ketika data kemiskinan tersebut tersaji tentu 

masih terlalu dini bagi UU No. 6 Tahun 2014 untuk 

dipertanyakan kefektifannya, namun demikian kon-

disi tersebut hendaknya menjadi early warning sys-

tem bagi pemerintah  untuk memastikan terjadinya 

mitigasi kemiskinan di desa melalui UU No. 6 tahun 

2014.   
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Lokus kajian Peningkatan Kapasitas 

Desa sebagai dasar penyusunan policy brief 

ini adalah Kabupaten Kutai Kartanegara 

(Kukar) yang memiliki jumlah desa terbanyak 

di Provinsi Kalimantan Timur, yakni 193 desa  

(BPS 2014 : 13). Dari jumlah yang banyak dan 

wilayah yang luas, tentu membutuhkan tan-

tangan tersendiri bagi kabupaten Kutai Kar-

tanegara untuk berupaya meningkatkan ka-

pasitasnya guna menjadikan desa di wila-

yahnya sebagai self governing community 

yang maju, kuat, mandiri dan demokratis se-

bagaimana amanah UU No. 6 Tahun 2014. 

Deskripsi Masalah 
Dari berbagai persoalan yang masih 

menggelayut di seputar desa, di tengah- la-

hirnya UU No. 6 tahun 2014 dengan berbagai 

pembaharuannya, muncul pertanyaan kritis 

mengenai upaya atau kebijakan apa yang 

perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasi-

tas desa sehingga bisa mandiri dan bisa mem-

berikan kontribusi dalam membangun daerah 

sesuai visi UU No. 6/2014?.  

 

 

 

Sementara tiga persoalan lainnya dapat 

diselesaikan dengan bantuan tekhnologi informasi 

melalui kreativitas dan inovasi para penyeleng-

garaan  pemerintahannya dalam menyelenggarakan 

kewenangan desa sebagaimana tersebut di dalam 

Pasal 18 UU No.6/2014, yaitu: Penyelenggaraan 

pemerintahan desa, Pelaksanaan pembangunan de-

sa, Pembinaan kemasyarakatan desa; dan Pem-

berdayaan masyarakat desa. 

Adapun Tiga aktor utama yang memiliki 

peran penting dalam pelaksanaan kewenangan de-

sa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan 

Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD), dan masyarakat desa. Ketiga aktor utama 

tersebut tidak saja dituntut untuk memahami dan 

menentukan program yang akan diterapkan di desa, 

tetapi juga dituntut untuk berperan terhadap proses 

penganggaran desa melalui penggunaan dan 

‘pengawasan’ penggunaan dana desa. Dana desa 

yang dimaksud adalah  pendapatan asli desa dan 

alokasi APBN melalui program pemerintah yang ber-

basis desa. Karena, perlu menjadi catatan bahwa 

penggunaan anggaran desa berpotensi mengan-

dung masalah. KPK menemukan ada 14 potensi ma-

salah pengelolaan dana desa dari aspek regulasi dan 

kelembagaan, tatalaksana, pengawasan, serta sum-

ber daya manusia (‘KPK Temukan,’ 2015).  
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Dari upaya penguatan kapasitas 

kelembagaan dan SDM berdasar hasil 

pelaksanaan kajian, didapatkan data bahwa 

secara peraturan, pemerintah kabupaten 

Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti 

pengaturan tentang desa sebagaimana terse-

but di dalam Perbup No. 7/2016. Berdasarkan 

Perbup No. 7/2016, desa swasembada dan 

swakarya diperlakukan sama, yaitu memiliki 

tiga seksi dan tiga urusan yakni Seksi 

Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi 

pelayanan. Adapun desa swadaya, hanya ter-

dapat 2 (dua)  jabatan, yakni  Seksi 

Pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan 

Pelayanan. Mengkritisi Perbup No. 7/2016 

sama dengan mengkritisi Permendagri No. 84 

Tahun 2015 mengenai Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, karena 

substansi perbup mengadopsi substansi 

permendagri tersebut. Terkait susunan or-

ganisasi, menjadi pertanyaan menarik adalah 

mengapa terhadap desa yang berjenis 

Swadaya yang notabene lebih membutuhkan 

exstra treatment justru berkurang kelem-

bagaannya, dibandingkan desa Swakarya dan 

Swasembada yang lebih settle posisinya?.    

 

 

Kapasitas adalah proses pemberian kekuatan kepa-

da siapa yang tidak memiliki kekuatan (Septianawati, Har-

yono, & Nurani, 2014). Peningkatan kapasitas desa dibutuh-

kan mengingat ‘lambatnya’ perkembangan desa dimasa 

sebelumnya dikarenakan posisi desa yang lebih bersifat  sub-

nasional. Melalui UU No. 6 Tahun 2014 upaya peningkatan 

kapasitas desa diharapkan dapat diwujudkan, karena desa 

tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah 

apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Lu-

asnya ruang lingkup kapasitas, dalam policy brief ini, akan 

mengerucutkan kapasitas kepada 2 (dua) variabel, yakni vari-

abel kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (sesuai dengan 

pelaksanaan kajian sebelumnya). 

Pengembangan dan peningkatan kapasitas dalam 

Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasi-

tas mengacu kepada kebutuhan akan; penyesuaian ke-

bijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, reformasi kelem-

bagaan, modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-

mekanisme koordinasi, peningkatkan keterampilan dan 

kualifikasi sumber daya manusia, perubahan sistem nilai dan 

sikap atau perilaku sedemikian rupa, sehingga dapat ter-

penuhinya tuntutan dan kebutuhan otonomi daerah, sebagai 

suatu cara pendekatan baru ke arah pemerintahan, pen-

gadministrasian dan pengembangan mekanisme-mekanisme 

partisipatif yang tepat guna memenuhi tuntutan yang lebih 

demokratis. Dengan demikian Kerangka Nasional Pengem-

bangan dan Peningkatan Kapasitas mengarahkan 

pemerintah daerah, dan dalam hal ini pemerintah desa untuk 

mengembangkan dan meningkatan kerangka kerja 

pemerintahan secara keseluruhan guna memenuhi tuntutan 

tugas dan kewenangan yang diberikan (Asrori, 2014). 
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Adapun berkaitan dengan kapasitas 

SDM, dari hasil kajian tergambarkan bahwa 

Kondisi aparat pemerintah di desa-desa lokus 

kajian masih banyak yang memiliki kualifikasi 

berpendidikan di bawah SLTA, walaupun ada 

juga yang telah memiliki kualifikasi pendidi-

kan Sarjana, Master bahkan Doktor. Hal ini 

mencerminkan sangat variatifnya kualifikasi 

pendidikan aparat desa di Kabupaten Kutai 

Kartanegara, terutama di desa lokus kajian 

ini. Deviasi pendidikan aparatur memang 

sesuatu yang berpengaruh terhadap kualitas 

dan proses akselerasi kemajuan sebuah desa, 

karena pendidikan yang maju identik dengan 

keterbukaan informasi dan pengetahuan.  

Desa-desa di Kabupaten Kutai Kar-

tanegara yang tersebar dari kawasan hulu 

hingga hilir memiliki karakteristik yang ber-

beda serta kemudahan akses yang juga ber-

beda. Kondisi tersebut berpengaruh ter-

hadap kemampuan aparat desa dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas-

tugas teknis maupun administratif. Bahkan 

untuk membuat laporan pertanggungjawa-

ban pelaksanaan kegiatan atau tugas pun 

belum semua aparat desa mampu 

melakukannya, apalagi melaksanakan tugas-

tugas yang lebih rumit dengan regulasi yang 

juga lebih rumit dan harus diikuti. Hal ini 

dikemukakan peserta FGD yang menyatakan: 

 

 

Desa berjenis Swadaya terepresentasikan dengan 

kondisi daerah yang terisolir dengan daerah lainnya, 

penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang ber-

sifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh 

adat, Teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat 

kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, pengawasan 

sosial dilakukan oleh keluarga (http://

mekarjaya.tanahbumbukab.go.id/?p=297). Dengan kondisi 

tersebut tentu membutuhkan ekstra treatment untuk me-

macu perubahan diri desa Swadaya  menjadi desa 

Swasembada dan Swakarya. Akan menjadi sangat berat bagi 

Kasie kesejahteraan dan Pelayanan yang fungsinya digabung 

untuk melaksanakan 2 (dua) tugas sekaligus dengan topo-

grafi dan demografi yang cenderung kompleks. Sehingga 

akan lebih bijak jika dapat disamakan jumlah seksinya namun 

dengan nomenklatur yang berbeda, seperti munculnya Kasie 

Pemberdayaan, yang akan secara lebih spesifik melakukan 

upaya pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya aksel-

erasi. 

Kapasitas kelembagaan lainnya yang juga perlu 

mendapatkan perhatian berdasarkan hasil penelitian adalah 

aspek perangkat pendukung kelembagaan. Berdasarkan 

hasil di lapangan desa-desa pada umumnya masih belum 

dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti uraian tugas 

(job description) pegawai, prosedur kerja (SOP), analisis jab-

atan, dan sebagainya. Kecuali tugas-tugas jabatan struktural 

yang sudah dituangkan di Perbup No. 7/2016, pegawai atau 

aparat di level staf masih belum memiliki uraian tugas yang 

jelas. Ketiadaan perangkat pendukung tersebut bukan saja 

membuat pembagian kerja kepada staf menjadi tidak jelas 

dan berpotensi tumpang tindih antar sesama staf, tetapi 

juga tidak jelasnya standar dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Sebuah Upaya Peningkatan Kapasitas Desa Berdasar Pada UU No. 6 Tahun 2014. 

 

Policy Brief 



Kompetensi aparat pemerintah desa 

perlu mendapat fokus perhatian agar bisa 

melaksanakan tugas berdasarkan 

kewenangan baru. Mereka tidak lagi hanya 

bertugas menyelenggarakan urusan pela-

yanan administratif dan pemerintahan secara 

umum, tetapi juga bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayan masyara-

kat desa. Jika masih belum didapatkan for-

muasi yang dirasa lebih efektif dari masa 

sebelumnya dalam proses pengembangan 

aparatnya, dapat dimungkinkan dalam 

metode pengembangannya mengacu kepada 

metode diklat kepemimpinan ASN, dimana 

level yang lebih bawah akan lebih lama wak-

tunya untuk dikembangkan. Dengan 

demikian, jika pemerintah betul-betul komit-

men dengan pembangunan desa, maka para 

aparat desa yang masih belum standar kuali-

tas pengetahuannya harus lebih  banyak wak-

tu bagi dirinya untuk mendapatkan prioritas 

pengembangan pengetahuan. 

 

 

“Kita di pesisir dalam mengikuti Perbup masih 

bisa 75% keatas. Bayangkan saudara-saudara kita 

yang di hulu. Ini sering kita temui, karena ke-

mampuan SDM yang tidak mumpuni dengan 

beban yang berat sehingga supaya bisa jalan, 

mau gak mau dipasrahkan kepada yang lebih 

pinter, mau gak mau pake duit, ini yang kita 

temui, baik pembuatan SPJ, maupun APBDes 

seringkali (seperti) itu,” (FGD Kec Marang Kayu, 

24 Mei 2016). 

Walaupun latar belakang pendidikan merupakan hal 

yang penting, bukan berarti yang tidak berpendidikan tinggi 

tidak dapat membangun dengan baik,  karena proses pem-

belajaran yang tinggi serta adanya kemampuan pem-

berdayakan yang baik dari aparatur yang berpendidikan se-

dang juga dapat menjadi kontributor kesuksesan sebuah 

desa.  

Keharusan menjadi pembelajar bagi aparatur desa 

tidak terlepas dari adanya tuntutan dalam menyusun 

rencana anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

kegiatan, serta kewajiban penyusunan laporan pelaksanaan 

kegiatan. Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Permendag-

ri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 

Bahkan, apabila melakukan lelang berbagai proyek dengan 

nilai tinggi, aparat pemerintah desa juga dituntut untuk 

memiliki kemampuan mengadakan lelang barang dan jasa 

pemerintah. Untuk proses pengadaan barang dan jasa, 

berkoordinasi dengan pihak Unit Layanan Pengadaan  yang 

ada di kabupaten baik secara langsung atau melalui para 

pendamping desa dapat dilakukan guna menghindari 

berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang selama ini sering 

muncul dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan 

jasa. Hal ini penting untuk mendapat perhatian, karena 

ketakutan yang muncul dalam pelaksanaan pengadaan ba-

rang dan jasa adalah permasalahan terselubung yang dapat 

mengkorosi  kesuksesan sebuah desa 
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2. Kewenangan desa untuk menyusun pera-

turan desa bersama BPD harus ditindak 

lanjuti dengan memberikan pelatihan legal 

drafting bagi para/beberapa Aparaturnya. 

Dengan kemampuan legal drafting yang 

dimiliki oleh Aparatur desa akan lebih 

memberdayakan desa untuk 

menggunakan kewenangannya dalam 

rangka mengembangkan potensi dirinya. 

Karena pemberian kewenangan tanpa 

pemberian upaya peningkatan kapabilitas 

sama dengan pemberian kewenangan 

yang setengah hati. Untuk merealisasi-

kannya, jika tenaga pendamping desa 

terbatas kemampuan dalam pengetahuan 

hukumnya, maka  dapat bekerjasama 

dengan bagian hukum yang ada di Kabu-

paten, atau Bagian hukum Kabupaten 

mulai dapat memasukkan agenda ad-

vokasi legal draftingnya terhadap desa-

desa yang berada dalam ruang lingkup 

wilayah kerjanya sebagai salah satu agen-

da prioritas kegiatan. 

 

 

Pada akhirnya, pembangunan desa tidak bisa hanya 

bergantung dari peran pemerintahan di desa dan bantuan 

dari pemerintah daerah setempat. Kreatifitas masyarakat 

menjadi modal penting untuk mewujudkan desa yang maju 

dan mandiri. Terlalu sering mendapat bantuan dari 

pemerintah menjadikan masyarakat menjadi tergantung dan 

mengharapkan bantuan pemerintah. Dengan seringnya ban-

tuan yang diterima desa, sebagian masyarakat beranggapan 

bahwa semua kegiatan desa dan pendanaan pembangunan 

desa sudah ditanggung oleh pemerintah termasuk insentif 

untuk tenaga kerja. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan di desa menurun yang akan berdampak pada 

akhirnya bagi kemajuan sebuah desa.  

 

Rekomendasi 
1. Dalam menentukan jumlah struktur organisasi desa, 

pemerintah hendaknya lebih mengacu pada kondisi 

lapangan yang akan dihadapi, bukan hanya berpacu pada 

metode yang bersifat angka semata. Kondisi topografi  

yang sulit dan kondisi demografi yang masih tertinggal  

jauh lebih sulit dihadapi dalam faktanya dibandingkan 

menghadapi masyarakat yang kritis dan ‘melek birokrasi’ 

walaupun dalam jumlah banyak. Menggabungkan fungsi 

Kasie Kesejahteraan dan Layanan dalam daerah yang 

topografinya sangat sulit dengan demografi masyara-

katnya yang masih belum terbuka, akan membuat sulit 

upaya akselerasi perubahan jenis desa dari yang Swadaya 

ke jenis desa yang Swasembada dan Swakarya. Oleh kare-

nanya perlu dilakukan review terhadap kebijakan 

mengenai jumlah struktur organisasi desa sebagaimana 

tersebut di dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 ten-

tang Susunan Organisasi Pemerintah Desa. 
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Pada akhirnya desa akan dapat berubah 

menjadi sentra ekonomi yang kuat yang 

mampu berkontribusi terhadap 

perekonomian kabupaten secara signifi-

cant. Pada fase ini betul-betul akan ter-

tempa kemampuan Kepala Desa sebagai 

motor penggerak terhadap penerapan 4 

(empat) kewenangan yang dimilikinya 

sebagaimana tersebut di dalam Pasal 18 

UU No.6/2014, yaitu: Penyelenggaraan 

pemerintahan desa, Pelaksanaan pem-

bangunan desa, Pembinaan kemasyara-

katan desa; dan Pemberdayaan masyara-

kat desa. 

 

5. Untuk mengembangkan kapasitas Kader 

Desa, Pemerintah Desa dapat menjadi 

katalisator yang baik dalam proses pem-

bentukan beragam lembaga kemasyara-

katan. Lembaga tersebut merupakan wa-

dah para warganya untuk mengaktuali-

sasikan diri dengan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Lembaga-lembaga tersebut 

dapat ditetapkan dengan peraturan desa 

dengan berpedoman pada peraturan pe-

rundang-undangan. Lembaga tersebut 

 

 

3. Persoalan pengadaan barang dan jasa hingga saat ini 
masih sering dihindari oleh sebagian apara-
tur,karakteristiknya yang menakutkan karena dapat ber-
singgungan dengan persoalan hukum, pada akhirnya 
dapat menyebabkan pelaksanaan sebuah kegiatan men-
jadi tidak terlaksana. Jika hal ini terjadi di desa, justru 
akan menghambat pembangunan di desa yang ber-
sangkutan. Karena sesungguhnya desa yang dapat 
melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa adalah 
desa yang  sukses dalam pembangunan fisik dan 
perekonomiannya. Harapannya ke depan, jangan sampai 
sebuah pencapaian menjadi kehilangan nilai karena keku-
rang siapan SDM pelaksna. Oleh karenanya, untuk men-
gurangi berbagai ketakutan –ketakutan yang dapat mun-
cul, kegiatan pendampingan juga harus memperhatikan 
dan memberikan prioritas terhadap pengembangan 
pengetahuan proses pengadaan barang dan jasa. Pen-
damping desa atau Pemerintah Kabupaten melalui bagian 
Unit layanan pengadaan (ULP) harus melakukan advokasi  
secara intensif agar SDM yang ada di desa dapat 
merespon  dan melaksanakan proses pengadaan barang 
dan jasa yang dibutuhkan oleh desanya. 

 
4. Kepala desa dan aparatnya harus lebih membuka diri ter-

hadap kondisi lingkungan di sekitarnya, khususnya terkait 
proses Identifikasi setiap potensi yang ada di wilayahnya, 
tidak harus menunggu masyarakat untuk melapor, tapi 
dapat dilakukan dengan metode pendekatan blusukan 
alias melihat dan mendatangi langsung masyarakat 
(warganya). Kondisi saat ini sangat muskil dalam satu 
desa tidak terdapat warganya  yang lulusan dari perguru-
an tinggi. Jika para sarjana tersebut dapat dirangkul un-
tuk bersama membangun desa, tentu bukan kemajuan 
saja yang akan didapatkan desa, tetapi desa akan menjadi 
tempat berkumpulnya anak muda potensial yang selama 
ini banyak lari ke kota. Di tangan mereka berbagai 
kegiatan pemberdayaan hasil kolaborasi dapat tercipta. 
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Agar tenaga pendamping dapat terbukti 

kinerjanya dalam memobilisasi proses tran-

formasi masyarakat desa menjadi lebih maju 

dan mandiri, perlu dilakukan evaluasi. Ketika 

hasil evaluasi tenaga pendamping menunjuk-

kan kinerja yang tidak sesuai target, perlu 

dipikirkan treatment apa yang perlu dil-

akukan terhadapnya. Evaluasi seyogyanya 

dilakukan  dalam waktu yang tidak terlalu 

lama, persemester adalah waktu yang ideal 

untuk dilakukan, sehingga ketika harus dil-

akukan perbaikan dan pengembangan tidak 

harus menunggu di akhir tahun. Evaluasi 

yang dilakukan satu kali di akhir tahun, justru 

akan menghambat proses pengembangan 

kapabilitas SDM yang ada di desa dalam 

memberikan pelayanan terbaiknya. 

dapat bersifat gerakan yang difungsikan sebagai wujud 

kebersamaan atas dasar persamaan tujuan guna mem-

berikan kontribusi dalam pembangunan desa, misalnya 

gerakan masyarakat perduli sampah, gerakan masyarakat 

perduli tenaga kerja anak, gerakan masyarakat perduli 

kesehatan dan lain-lain. 

 

6. Kegiatan advokasi kebijakan publik di desa untuk menso-
sialisasikan berbagai kebijakan dapat dilakukan dengan 
berbagai cara yang sederhana, misalnya dialog publik, 
kampanye publik, audiensi dan lobi kepada pengambil 
kebijakan di desa. Berbagai metode advokasi dapat di-
pelajari oleh Kades, Aparatur dan tenaga pendamping 
desa agar mampu menarik perhatian masyarakat untuk 
hadir dan memberikan suaranya guna menjadi masukan 
terhadap implementasi kebijakan. Tidak jarang kegiatan 
advokasi yang begitu penting menjadi tidak terlaksana 
dengan baik karena pengemasan pelaksanaan kegiatan 
yang begitu kaku  dan terkesan memunculkan jarak anta-
ra masyakat dan para aparatur desa yang notabene ada-
lah pelayannya. Oleh karenanya, berbagai metode ad-
vokasi harus dipelajari sehingga membuat masyarakat 
tertarik untuk datang dalam setiap pelaksanannya, serta 
lebih daripada itu, masyakat dapat terprovokasi untuk 
mengeluarkan aspirasinya sehingga para kader desa 
dapat mengetahui dengan baik tentang apa yang menjadi 
kekuatan dan permasalahan masyarakat desanya untuk 
dijadikan dasar implementasi kebijakan yang akan dit-
erapkan 

 
7. Evaluasi pendampingan oleh Unit/Institusi yang kompe-

ten.  
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